
(Lembaran ... 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

1950 tentang 

Besar dalam 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota 

Mengingat 

bahwa untuk mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas 

dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli Walikota, dan untuk 

melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Peraturan 

Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli 

Walikota; 

Menimbang 

WALIKOTA SURAKARTA, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA 

NOMOR 25.5 TAHUN 2021 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA STAF AHLI WALIKOTA 

WALIKOTA SURAKARTA 

PROVINS! JAWA TENGAH 



BAB II ... 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Surakarta 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Walikota adalah Walikota Surakarta 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
6. Staf Ahli Walikota yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah unsur 

pembantu Walikota yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi 
terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai dengan keahliannya. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF 

AHLI WALIKOTA 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119); 
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e. pelaksanaan ... 

Pasal5 

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli 

memiliki fungsi: 

a. pengamatan atas kondisi mutakhir yang berkembang di masyarakat; 

b. penganalisaan latar belakang kondisi dan permasalahan yang dihadapi 

Pemerintah Daerah; 

c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi data dan informasi dengan pihak 

dan lembaga terkait; 

d. pelaksanaan kajian, perumusan saran, masukan dan pertimbangan kepada 

Walikota; dan 

Pasal 4 

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan saran, pertimbangan, masukan, dan 

rekomendasi terhadap isu-isu strategis secara tertulis maupun lisan kepada 

Walikota sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 

BAB IV 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Staf Ahli terdiri dari: 

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum; 

b. Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan; dan 

c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. 

Pasal 3 

BAB III 

SUSUNAN 

Pasal 2 

(1) Staf Ahli berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. 

(2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif 

dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 

BAB II 

KEDUDUKAN 
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Agar ... 

Pasal 9 
Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 
Pejabat dan pelaksana tugas yang telah ada sebelum Peraturan Walikota ini 
diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan 
dilantiknya pejabat baru dan penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan 
Walikota ini. 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 

Dalam menjalankan tugasnya, Staf Ahli didukung oleh bagian pada Sekretariat 
Daerah yang melaksanakan tugas administrasi pimpinan dan umum. 

Pasal 6 
(1) Tata Kerja Staf Ahli dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut: 

a. konsultasi dengan Walikota dan Wakil Walikota; 
b. koordinasi dengan Sekretaris Daerah; dan 
c. kerja sama dengan Perangkat Daerah. 

(2) Tata Kerja Staf Ahli dilaksanakan dengan menerapkan prmsip saling 
mendukung, membantu, melengkapi, dan memberikan asas kemanfaatan 
dalam pelaksanaan tugas secara fungsional dengan Perangkat Daerah dan 
lembaga lain terkait. 

BABV 

TATA KERJA 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas 
dan fungsinya. 
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BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 43 

RIS DAERAH KOTA SURAKARTA, 
..----,...:.~ ,-- 

Diundangkan di Surakarta 

pada tanggal 28 September 2021 

~ 
<(j~BRAN RAKABUMING RAKA \.· 

WALIKOTA SURAKARTA, 

Ditetapkan di Surakarta 
pada tanggal 28 September 2021 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta. 
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